
BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BI'PATI HATMATIERA BARAT
NOMOR | 3q, A/r<vts/I/2O15-t

TENTANG

PENUT{JUKAN BENDAIIARA PEIYGELUARAN PADA SATUAN I{ER.IA
BADAII KOORI}IITASI KELUAIIGA AER"ESCAIYA DAIT KELUARGA

S&'AHTERA KABUPATEIT IIALMAHERA BARAT
TAIIUil AJTGGARAN 2(t15

Menimbang: a.

BUPATI I{ALIEAIIDRA BARAT,

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program
dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di
Satuan Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat, maka
dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Badan
Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Haknahera Barat Tatrun Anggaran 2475;

bahwa Saudara NASRUDIN PADJU yang diusulkan oleh
Pejabat Pengguna Anggaran Badan Koordinasi Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera
Barat, dianggap cakap, marnpu dan memenuhi syarat serta
memiliki kornpetensi untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan datam rangka pelaksanaan anggaran pada
Satuan Kerja Kepala Badan Koordinasi Kelr.rarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja
Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 197+ tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999:.

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 20O0;
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4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Haimahera utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-und.ang Nomor 77 Taltun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 1

Perbendah ar aan Negara;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

8. Undang-undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah;

Tahun 2OL4 tentang

g. peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

1O. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian urusan Pemerintahan anta.ra Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota;

12. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Da1am Negeri Nomor 21 Tahun 2ALL;

13. peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16

Tahun 2oLL tentang susunan organisasi Lembaga Teknis
Daerah Indonesia Kabupaten Halmahera Barat;

14. peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2ol4 tentang enggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Keluarga sejahtera Kabupaten Halmahera Barat Nomor :

OLlB45.4/gkKB-KS/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal
Penyampaian Usulan Bendahara.

MEMUTUSI(AI{ :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk saudara NASRUDIN PADJU, NIP. 19780830

2OSSOi 1 011, Pangkat Penata Muda, Golongan III.a,
sebagai Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Badan
Koor[inasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Halmahera F,arat Tahun Anggaran 2AL5, dengan

atasan langsung Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Badan
Koordinasi- Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Halmahera Barat-

Tahun 2OO4 tentang
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' Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya
tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

Spesilikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-KEEMPAT

PEJABAT PARAF
,

Sekretaris Daerah &
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra K'.ly
Kepala BKKBKS ?l /
Kabag. Hukum & Orgs. V

Ditetapkan di
pada tanggal

Jailolo
5 Januari 2AL5

BUPATI HALMAHERA B#RAT,M
NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan KePada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa. Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. YtJl. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halrnahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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SPESIMEN
BENDAHARA PENGELUARAN
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